SALINAN

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktifitas
kinerja serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan memperhatikan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/14089/SJd
Hal: Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2020, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019
tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 4
Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia =~ Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5153);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan
Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
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Menetapkan :

19.

20.

21.

22.

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor §J),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 8);

Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Retribusi Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 33);
Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 26);

Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 4

Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 13

(1) Perhitungan waktu kerja efektif setiap PNS ditetapkan
6.000 (enam ribu) menit setiap bulannya.

(2) Perhitungan waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlaku kumulatif pada bulan
berikutnya.

(3) Perhitungan waktu kerja efektif bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan lebih dari 6.000
(enam ribu) menit bagi:

a. PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan,
pengelolaan keuangan dan aset, dan pengawasan,
berdasarkan Surat Tugas dari Kepala OPD dan diberikan
secara selektif; dan

b. PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
berdasarkan Keputusan/Surat Tugas dari Pejabat yang
berwenang dan diberikan secara selektif berdasarkan
verifikasi tim.

(4) Setiap PNS wajib mengisi aktivitas harian sesuai dengan
rincian kegiatan target tahunan yang sudah ditetapkan.

(5) Batas waktu pengisian SKP dilaksanakan paling lambat
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun

sebelumnya.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 15
Bagi PNS yang bertugas pada OPD yang mempunyai Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah
diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan/atau
Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

3. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 31.A sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 31.A
Dalam hal pemberian insentif bagi PNS yang bertugas pada
OPD yang mempunyai Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 belum
dibayarkan, maka ketentuan pemberian insentif bagi PNS yang
bertugas pada OPD yang mempunyai Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Bupati ini berlaku mulai

Tahun Anggaran 2019.

4. Ketentuan Lampiran I mengenai Kelas Jabatan dan Nilai
Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Lampiran II mengenai Besaran Harga Nilai Jabatan
dan Harga Aktivitas Jabatan Struktural di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 6 Februari 2020
BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH
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Diundangkan di Tanjungpandan

pada tanggal 6 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.
NIP. 197109152001121002
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